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ABSTRACT

In the case of divorce there should be reasons for strengthening the
suit/application, the grounds for divorce are clearly set.up inside the khi, and the
1989 act number_ 7 on religious.justice, as well-as other regulations. In general in
Islam there are 4 mazhab, where 4 mazhab have different opinions on divorce on
the grounds that husbands are imprisoned. Some of the mahab allowed khulu
'(divorces) and others forbade croaking.

The research problem*is, how is the legal arrangement in the case of a lawsuit
pending a' 5 year 4 month prison sentence, and what is the legal basis for the
religious court judge at the site of the carotene court the case against which a 5
year 4 month prison was convicted.

Research methods are a combination of normative and empirical law, which
is a study that USES both documentary and factual views in-the field, obtained
through interview and behavior through direct ohservation. Object in this study is
matter document number 0441/Pdt.G/2018/pa.tbk. Hair, and.the subject in this
study was the chief justice of the religious court. Its nature is descriptive.

Research has shown that the legal arrangement in divorce refers to the 1974
act number 1 on marriage, the 1975 governmentirule number 9 on the 1974 act of
marriage law, the 1989 law on religious'justice that has been amended and refined
by the no. 3 act of 2006 and a second revision the 2009 number 50 act of religious
justice and khi. /And khulu ‘or divorces, according to 4 mazhab, shashafi priest,
priest maliki, priest hambali, and hanafi priest disagree on the basis of the
husband's imprisonment. Priest maliki and priest hambali allowed wives not to
suffer. While the priest ‘of shafi and hanafi priest forbade khulu 'in the cause of
husband's imprisonment. These 4 priests authorized khulu 'on grounds of blemish
or disgrace, not giving birth and inner birth. And the deliberations of the lower
courthouse of the courthouse of karimmunes in deciding this matter refer to the
terms of the law and the regulatory rules of the assembly that apply the plaintiff's
reasons are legally valid, as well as the judge's suspicion.

Keywords: analysis, verdict, case of divorce, defendant, convict



ABSTRAK

Dalam perkara perceraian haruslah ada alasan-alasan untuk memperkuat
gugatan/permohonan, alasan-alasan perceraian sudah sangat jelas diatur didalam
KHI, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta
peraturan-peraturan lainnya. Secara umum didalam islam ada 4 mazhab, dimana 4
mazhab mempunyai pendapat.yang berbeda mengenai cerai.gugat dengan alasan
karena suami-dipenjara/dipidana. Ada mazhab yang. membolehkannya khulu*
(cerai gugat) dan ada yang melarang terjadinya khulu®.

Rumusan masalah penelitian yaitu, Bagaimanakah pengaturan hukum dalam
perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana tahun 4 bulan penjara, dan Apa
Dasar Hukum Hakim ‘Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memutuskan
perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara.

Metode penelitian adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris
(sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data dokumen dan fakta-fakta
dilapangan, baik yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku melalui
pengamatan langsung. Objek dalam penelitian ini adalah dokumen perkara Nomor
0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk, dan subjek dalam ' penelitian ini. bapak hakim
Pengadilan Agama. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif.

Hasil penelitian bahwa pengaturan. hukum dalam perkara perceraian
merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawtnan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama dan KHI. Dan khulu® atau cerai gugat menurut 4
mazhab, imam Syafii, imam Maliki, imam Hambali, dan imam Hanafi berbeda
pendapat mengenai khulu® dengan alasan suami dipenjara. Imam Maliki dan
imam Hambali membolehkan agar istri tidak menderita. Sedangkan imam Syafi“i
dan imam Hanafi melarang khulu® dengan alasan suami dipenjara. Ke 4 imam ini
membolehan terjadinya khulu® dengan alasan cacat atau aib, tidak memberi
nafkah lahir dan batin. Danpertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam memutuskan perkara ini
merujuk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan
Pemeritah yang berlaku alasan-alasan Penggugat sudah sah secara hukum, serta
berdasarkan persangkaan hakim.

Kata Kunci: Analisis, Putusan, Perkara Cerai Gugat, Tergugat, Terpidana

Xi
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(KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Pengertian perkawinan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan



seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu ikatan yang sah
atau suci antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga yang
bahagia.? Dari pengertian perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu
tidak hanya merupakan_ikatan ‘lahir atau batin'saja, akan tetapi ikatan kedua-
duanya. Sebagal ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara
seseorang pria dan seseorang wanita untuk hidup bersama sebagai keluarga. Dan
ikatan lahir ini juga merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik untuk

yang mengikatkan dirinya maupun untuk orang lain atau masyarakat.

Sedangkan menurut pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat
kuat atau misagon ghaliza untuk menaati ‘perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Dan menurut pasal 3 KHI “Perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.?

Para ahli hukum memberikan beragam-pendapat atau defenisi perkawinan.
Pendapat ini setidak-tidaknya di telaah dari beberapa perumusan mengenai

perkawinan, antara lain:

Ahmad Azhar Bashir merumuskan; nikah adalah melakukan suatu agad

atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita

! Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
2 Thalib, S. (1974). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2
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untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar
sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan

ketentraman der

suami-istri, guna membentuk keluarga.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, didalam kehidupan rumah tangga sering

terjadi kesalahpahaman akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban salah satu

# Soemiyati. (2007). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta:
Liberty.

> Shomad, A. (2010). Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group. HIm 261



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pihak (suami/istri). Dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya

kesalahpaham itu akan terjadi perceraian atau perpisahan.®

Dan istilah “perceraian” terdapat didalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1

oleh pemerintah, namun untuk meng tindakan sewenang-wenang terutama
dari pihak suami dan demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui

lembaga pengadilan.

5 Anshori, A. G. (2011). Hukum Perkawinan Islam (Perpektif Fikih dan Hukum Positif).
Yogyakarta: Ull Press.

7 Subekti. (2002). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa. HIm 42

8 Kharlie, T. a. (2013). Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika. HIm 228
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Pembatalan perkawinan atau perceraian termasuk kompetensi absolute
Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara

sebagai berikut:

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan

Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

® Manan, A. (2006). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group. HIm 13

10 Simanjutak, P. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. HIm 99-101
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lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam

undang-undang ini”.**

Sedangkan Hukum. Acara Perdata itu sendiri

beberapa ahli h ‘Q‘,m‘ ““\“‘ . ..
: er‘ ara Perdata
o

emiliki pengertian dari

QIKOr .
' '3.\1Q A§ LA
oW 2y

a orang harus

bertindak terhac ( a penga : ana pengadilan itu

dipelihara dalam hal suatu tindakanpemeliharaan dikehendaki, berhubung

terjadinya suatu peristiwa perdata.

Dari kedua rumusan ini dapat kita simpulkan secara umum bahwa Hukum

Acara Perdata sebenarnya mempunyai 2 unsur (objek) yang diaturnya, yaitu: (1)

1 Rasyid, R. A. (2016). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pers. HIm 20

12 prodjoikoro, R. W. (1980). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung. HIm
13
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orang yang maju bertindak ke muka pengadilan karena terjadinya pelanggaran

atau peristiwa perdata yang perlu diterbitkan kembali, (2) pengadilan itu sendiri,

yang akan menerbitkan kembali hukum perdata yang telah di langgar.™

a Reglement

zaman jajahan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975,

tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.*

3 Op. Cit HIm 7-8



Sebagaimana diketahui bahwa hukum acara itu mengabdi dan untuk
terwujudnya hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama,
dengan kata lain, bagaimanapun wujudnya acara itu adalah tetap harus demi untuk
tegak dan terpeliharanya hukum_materiil Islam:. Biasanya.dalam sengketa yang
berlangsung dimuka hakim, masing-masing pihak akan selalu memajukan dalil-
dalil yang saling bertentangan.-Olehtkarena ,itu hakim harus memeriksa dan
menetapkan dalil-dalil mana yang benar dan dalil-dafil mana yang tidak benar.
Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu,
hakim dalam amar atau “dictum” putusannya, memutuskan siapakah yang
dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Sebagaimana sudah dimaklumi
bahwa sistem hukum acara perdata menurut HIR/RBg hanya mendasarkan kepada
kebenaran faormal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata
terikat mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/RBg. Karena

itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu.

Dalam suatu proses persidangan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata
pembuktian merupakan proses terpenting untuk .menguji dan memulai suatu
perkara. Pembuktian dimuka ‘pengadilan adalah merupakan hal yang sangat
penting dalam Hukum Acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan
keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.’® Alat-alat bukti dalam hukum
perdata diatur dalam pasal 164 HIR, 284 RBg, dan 1866 BW. Pembuktiaan

didalam hukum perdata dapat berupa:

4 1bid HIm. 21
> 1hid HIm. 143
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a Bukti Tertulis (Surat)
b Bukti Saksi

¢ Bukti Persangkaan

d Bukti Peng

180 RBg; dim E ot ja i yang dapat
dijadikan
undang No
keterangan : si, pengakuan pz engetahuan hakim.
Kemudian 1989, hanya
menyebutkan ale angan ahli (pasal

75), dan kete

seorang demi seorang.
b Ketua menanyakan, nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggal atau

kediaman saksi itu.

6 Masriani, Y. T. (2013). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. HIm 98

17 Marbun, S. (1992). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Pekanbaru: UIR Press Pekanbaru. HIm
101-102
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Ditanyakan apakah saksi tersebut berhubungan keluarga dengan kedua

belah pihak, atau dengan salah satu pihak, baik karena hubungan darah

maupun karena perkawinan dan jika ada sampai derajat keberapa.

masing pihak ¢ yang dekat Pe ergugat guna untuk
mendengar kete a dalam rangka usah: cara maksimal

(penjelasan pasa 3 7 ahun 1975).*° Alat

Khusus tentang sengketa perkawinan yang berupa perkara cerai gugat yang
didasarkan pada alasan syigoq, kesaksian pihak keluarga merupakan suatu
keharusan dalam pemeriksaan perkara. Jika ternyata pihak keluarga tidak dapat

dihadirkan dengan suatu alasan yang memenuhi unsur kepatutan, kesaksian

18 Saleh, K. W. (1981). Hukum Acara Perdata. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. HIm 31

9 Op. Cit HIm 236
20 Ernawati. (2020). Hukum Acara Peradilan Agama. Depok: Rajawali Pers. HIm 173

10
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tersebut dapat digantikan oleh kesaksian teman terdekat dari pihak berpekara.

Kesaksian pihak keluarga harus disumpah jika mereka didudukkan sekaligus

sebagai saksi perkara.

divonis dengah f 5 tahun 4 bulan d¢ Rp. 1.000.000.000-,
(satu miliar
yang Kita k da 5iNg azhab In ﬁ' punyai pendapat

lain tentang a ang i boleh' ate ya menggugat seorang

Melihat pembuktian secara formal sudah menjadi kelaziman bagi hakim
untuk menilai pembuktian dalam praktik pengadilan sehingga pembuktian formal
tidaklah menimbulkan keraguan dalam praktiknya, tetapi suatu hal yang
menimbulkan pertanyaan apakah dalam praktik Pengadilan Agama sudah

menerapkan pembuktian secara materiil pada perkara-perkara yang ditangani.

2L Ibid HIm. 175

11
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Didalam perkara perdata Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK yang mana dalam
perkara ini menyatakan bahwa penggugat telah memberi kuasa kepada Yayuk

Mujirahayu, S.H. dan Rekan sebagai Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum

telah

sampai Penggugat melihat da goki Tergugat, sehingga akhirnya
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus.

22 0441/Pdt.G2018/PA.TBK Putusan. (2018). Tanjung Balai Karimun: Pengadilan Agama Tanjung
Balai Karimun. HIm 2

12
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Selain Tergugat suka main perempuan Tergugat juga Pecandu Narkoba,
Penggugat sering menasehati agar menghilangkan kebiasaan buruknya akan tetapi

nasehat tersebut tidak didengar Tergugat dan malah balik marah jika dinasehati

shabu di 3 i al; ahun 4 bulan dan

denda se

-
D
A
)
=]
Z
)
«Q
@
=

Tanjung Balai K r xabu Tanggal 24
Februari 2 ga Penggugat dan
Tergugat sudak ' dan’ , suami istri pada
umumnya kurang lebih 2

(dua) tahun 1

penjara selama 5 tahun 4 bula gga Penggugat mengajukan gugatan

perceraian ini ke Pengadilan Agama.

Penggugat merasa bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa
dipertahankan lagi, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian ke

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 8 November 2018 yang

13
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didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan

register Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK (0441/Pdt.G/2018/PA.TBK, hal. 3-5).

Berdasarkan hal- yang dikemukakan diatas;. maka Penggugat mohon

nomor

B. R Masal ‘
umusan Masala “““

Setelah melihat latar salah seperti yang diatas, maka

permasalahan yang diangkat penulis untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum dalam perkara cerai gugat yang
tergugatnya terpidana 5 tahun 4 bulan penjara.?

2. Apa Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
memutuskan perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4

bulan penjara.?

14
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori tentang Pembuktian

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama secara etimologis dalam istilah arab
pembuktian disebut juga dengan Al-Bayyinah yang artinya suatu yang
menjelaskan. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At Turug Al Hukmiyah,
mengartikan bayyinah sebagai segala atau apa saja dapat mengungkapkan dan

menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologis, pembuktian berarti memberi

15
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keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Sebagaimana pengertian pembuktian

menurut Prof. Sudikno Mertokusumo yaitu, pembuktian adalah cara meyakinkan

hakim akan kebenaran peristiwa yang sebenarnya terjadi.??

Didalam hukum Acara Peradilan Agama pengertian pembuktian sama saja
dengan pengertian pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata, yaitu meyakinkan
hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam

suatu persengketaan. Banyak usaha yang dapat ditempuh untuk meyakinkan

23 Dewi, G. (2008). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group. HIm 139

2% Ibid. HIm. 140

16
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hakim tetapi belum tentu semuanya itu mampu meyakinkan hakim, semua usaha
untuk meyakinkan hakim sudah diatur didalam Hukum Acara. Karena dengan

adanya aturan di hukum acara itu supaya para pencari keadilan dapat

gar hakim sarangan dalam cara

Wty

putusan, : alah sai : K y ang lain kalah

untuk mengha atu putus : - ktian itu tentu

dalam pasal 164 HIR dan pasal 284 Rbg antara lain:

1) Surat
2) Alat bukti saksi
3) Persangkaan

4) Sumpah

% Op. Cit. HIm 144

17
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5) Pengakuan?®®

Hukum pembuktian dalam berperkara merupakan bagian yang sangat

kemampuan pe at atau terg Is : buktian untuk
mendukung dan, me : " peristiwa yang

didalilkan a

dikemukakannya jikalau ia berkehendak, bahwa ia tidak akan kalah perkaranya.?®

26 Muhammad, A. (2012). Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
HIm 30

27 Harahap, M. Y. (2012). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. HIm 496

28 Op. Cit HIm 227

29 Soepomo, R. (2004). Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
HIm 63

18
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Menurut  Abdulkadir Muhammad, pembuktian adalah suatu proses
pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar

sudah terjadi, yakni untuk meyakinkan majelis hakim bahwa suatu peristiwa benar

dapat dite

acara perda

peranan pe

Yang diajukan baik

itu tertulis uk mendukung

hukum untuk

Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari, dalam
hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata kebenaran yang dicari
adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana kebenaran yang dicari

adalah kebenaran materiil. Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti

30 Ibid
31 Dr. H.P. Panggabean, S. M. (2012). Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi
Indonesia. Bandung: PT. Alumni. HIm 75

32 Sinaga. (2015) HIm. 172

19
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bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang
beperkara. Jadi baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil hendaknya

harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan

kepadanya.

\g’

kebenaral
sepanjang
sengketa p | yang tidak

dituntut ats ana diatur dala

AT )

.ﬁ"i\“\‘

Pasal 178 a

Dan di
berjudul Ase

pembuktian

Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai perkara perceraian antara lain

adalah sebagai berikut:

3 Op. Cit. HIm. 228

34 Op. Cit HIm. 75

35 Heryani, A. A. (2012). Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group. HIm 23

20



Dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dewi Novitasari “Cerai Gugat
Karena Suami Terpidana Perspektif Figih (Analisis Putusan Nomor
999/Pdt.G/Pa.Tng)”, dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu Bagaimanakah
pertimbangan hakim  dalam..memutuskan. .perkara  karena suami dipidana,
Bagaimanakah perbandingan Imam Mazhab tentang cerai gugat karena suami
terpidana, dan Pandangan Imam-Mazhab yang jnanakah yang paling diikuti oleh
hakim. Dari hasil penelitiannya bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Tangerang _menyimpulkan  berdasarkan fakta-fakta dan - pertimbangan-
pertimbangan hakim yang berpendapat bahwa gugatan ceral penggugat terhadap
tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana di atas sangat beralasan hukum dan
telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang telah termuat pada pasal
39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan
Peraturan Pemerintah dalam, No. 9 Tahun 1975 Pasal 19.(a). Dalam analisis
putusan tersebut sudah relevan karena hakim telah mengikuti sesuai dengan
aturan-aturan hukum yang ada. Dan antara pertimbangan hakim dan pendapat
Imam Mazhab sudah relevan dan yang paling. ditkuti oleh hakim adalah
pendapatnya Imam Syafi*i karena dalam._pertimbangan hakim menyebutkan
apabila suami tidak memberi nafkah maka hakim mengabulkan gugatannya dan
nafkah yang belum diberikan akan menjadi tanggungan suami yang harus

dilunasi.®®

36 Novitasari, D. (2018). Cerai Gugat karena suami Terpidana Perpektif Figh dan Hukum Positif di
Indonesia (Analisis Putusan Nomor 999/Pdt.G/2016/PA.Tng). Dipetik Juni 1, 2022, dari
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41548/1/DEWI1%20NOVITAS
ARI-FSH.pdf
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yelna Farida Fakultas Hukum
UIR tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugat Cerai dengan Putusan Verstek
dalam Perkara Nomor 10/PDT.G/PN.TPI (Studi Kasus) Tahun 2010”. Dengan
rumusan masalah«yang ditelitinya yaitu bagaimana proses pembuktian dalam
perkara perdata Nomor 10/PDT.G/PN.TPI. berdasarkan hasil pertimbangan oleh
Majelis "Hakim dalam perkara ;Nomar;  L0/PDT.G/PN.TPI, hasil penelitian
menyimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara Ini sebenarnya belum
sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat
dari 2 alat bukti yang diajukan penggugat yaitu berupa alat bukti surat dan alat
bukti saksi. Adapun alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat merupakan akta
otentik, sedangkan bukti saksi yang diajukan penggugat. menurut hukum
pembuktian kesaksian mereka tidaklah layak untuk diterima karena kedua saksi
adalah kakak dan adik kandung dari tergugat dan dasar pertimbangan oleh Majelis
Hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 10/PDT.G/PN.TPI dengan
putusan verstek adalah berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan-peraturan
hukum yang berlaku serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan oleh
penggugat. Dimana dalam pertimbangan hukumnya hakim berpendapat setelah
memperhatikan bukti-bukti tertulis dari penggugat dan disesuaikan dengan
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, sedangkan tergugat atau
kuasa hukumnya tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil
dengan patut sebanyak tiga kali dan ketidak hadirannya tersebut tidak pula

dikarenakan alasan hukum yang sah, sehingga majelis hakim berkesimpulan

22



bahwa tergugat tidak mau memperjuangkan haknya, sehingga majelis hakim
memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

dengan verstek.*’

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herawati yang berjudul tentang
“Tinjauan Terhadap Perceraian diluar Sidang Pengadilan Agama Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor.-"9~Tahun 1975 di Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengakalis” Fakultas Hukum UIR Tahun 2019. Dan rumusan.masalah adalah
bagaimanakah pelaksanaan perceraian diluar sidang pengadilan di Kecamatan
Pinggir Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, dan bagaimanakah akibat hukum perceraian diluar sidang pengadilan di
lingkungan masyarakat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Dan hasil
penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perceraian yang tidak
melalui pengadilan ataupun diluar-sidang-pengadilan yang di lakukan masyarakat
di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kebanyakan dari
beberapa pasangan yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan yakni
maksudnya pasangan tersebut “ingin berpisah. tetapi tidak di  putuskan
melalui sidang pengadilan tetapi hanya membuat surat pernyataan cerai dan
seorang suami mengatakan jatuh talak kepada istrinya dan di ketahui oleh RT dan
RW dan warga setempat. Perceraian di luar sidang pengadilan terjadi disebabkan
karena faktor atau motif ekonomi yang mana dari 16 responden ada 62,5 %

masyarakat yang melakukan perceraian tidak melalui pengadilan, pasangan

37 Farida, Y. (2010). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Dengan Putusan Verstek dalam Perkara Nomor
10/PDT.G/PN.TPI (Studi Kasus). Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
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tersebut tidak mampu membayar biaya dalam proses sidang di pengadilan,
kemudian dari faktor pendidikan ada 25 % dari masyarakat yang melakukan
perceraian di luar sidang pengadilan, pasangan tersebut pada kebanyakan hanya
tamatan SMP dan.SMA sehingga mereka kurang mengetahui dampak dan akibat
dari perceraian yang di lakukan di luar sidang pengadilan atau tidak di urus ke
pengadilan, dan kebanyakan dari-mereka tidak mau berurusan dengan pengadilan
karna prosedurnya memiliki banyak tahapan yang panjang dan membutuhkan
waktu yang lama, dan dari faktor jarak ada 12,5 % masyarakat yang melakukan
perceraian tidak melalaui pengadilan, lokasi ataupun jarak ke pengadilannya
cukup jauh karena terletak di daerah Bengkalisnya sehingga memakan waktu dan

biaya yang cukup besar.®

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh lga Kumala Sari yang berjudul
tentang “Tinjauan Terhadap /Alasan ,Cerai, Gugat pada Tahun 2016~ Fakultas
Hukum UIR Tahun 2018. Dan rumusan masalah adalah apakah faktor penyebab
tingginya angka ‘cerai gugat di PA Pekanbaru, dan bagaimana upaya hakim
mengatasi cerai gugat di PA Pekanbaru. «Dan hasil penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab tingginya angka cerai gugat
berdasarkan wawancara bersama hakim Drs. H. Barmawi, M.H .dan didukung
dengan fakta-fakta lapangan, penyebabnya adalah; 1) faktor pertengkaran yang
terus menerus, 2) faktor meninggalkan salah satu pihak berturut-turut, 3) faktor

ekonomi, 4) faktor pengguna narkoba, 5) faktor KDRT dan bersifat kasar, 6)

%8 Herawati, E. (2019). Tinjauan Terhadap Perceraian Diluar Sidang Pengadilan Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.
Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
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faktor perselingkuhan dan zina, 7) faktor poligami. Dari semua faktor itu yang
menjadi dasar cerai gugat adalah; faktor pertengkaran yang terus menerus, faktor

meninggalkan salah satu pihak berturut-turut, faktor ekonomi, dan faktor KDRT

putusan "ya akuka lan Agama

Pekanbar

“Tinjauan 8 at Bu ) F tudi Putusan
Nomor 064 2015, dengan
rumusan mé at bukti dalam

putusan no aturan alat bukti

dalam putusz hukum Acara
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perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, maka

3 Sari, 1. K. (2018). Tinjauan Terhadap Alasan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Pekanbaru
Tahun 2016. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, Fakultas hukum.

25



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak raji kepada

Termohon dikabulkan.*°

Dan hasil dari beberapa jurnal yang mengenai perkawinan dan perkara cerai

ira tentang

um Islam”,

kehidupan : ‘ esia 1as at Islam yang lebih
patuh Ssecar : ad: - [ ada hukum positif.
Kepatuhan eka ke L Sl ‘ is-formal yang

berdimensi “ketery aja yak umat Islam yang

instansi berwenang sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan.
Perkawinan dibawah tangan ini merupakan perkawinan yang tidak didaftarkan di
Kantor Urusan Agama. Status perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Hukum

Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah

meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-

40 Maisaroh, S. (2019). Tinjauan Kedudukan Alat Bukti Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan
Nomor 0645/Pdt.G/2018/PA.PBR). Skripsi UIR, Fakultas Hukum.
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Undang Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika
suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah
dilaksanakan, maka perkawinan.tersebut adalah-sah terutama di mata agama dan
kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan
kepercayaan masyarakat perlu-dipastikan:lagi.oleh negara, yang dalam hal ini
ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan supaya
mempunyal kekuatan hukum. Dan akibat hukum perkawinan dibawah tangan
meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang
dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak
memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum
Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi
istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sesial, serta bagi anak
yang dilahirkan. secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Anak
hasil perkawinan dibawah tangan dianggap anak tidak sah, apabila terjadi
perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan.anak yang lahir di dalam
perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada
pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Bagi
anak yang dilahirkan sepanjang bisa di buktikan secara biologis maka dia akan
mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sesuai dengan putusan Mahkamah
Konstitusi Tahun 2010. Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya
perkawinan, maka perkawinan dianggap tetap sah. Sehingga meski perkawinan

dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan
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tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika belum dicatat oleh
Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Praktik perkawinan di bawah
tangan hari ini menjadi “problem sosial” yang berujung kepada terjadinya
kezaliman terhadap kaum perempuan dikarenakan lelakinya tidak bertanggung
jawab dan berakibat kepada hak-hak mereka tidak dilindungi oleh hukum. Atas
dasar inilah pemerintah memilikithak=dan rkewajiban mengatur dan melindungi
warganya melalui pencatatan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah
SWT dalam QS. An-Nisa“: 54 dan kaidah Figh ‘Tasharraful imam “alar ra“iyyah
manuthun bil maslahah” (Prilaku pemimpin terhadap rakyat itu harus mengacu
kepada kemaslahatan) diperkuat kaidah Figh lainnya ” Dar“ul mafasid mugaddam
“ala jalbil mashalih” (Menghindari bahaya lebih utama dari pada mencari
kemaslahatan). Semua aturan itu harus di taati dan dipatuhi oleh seluruh rakyat,
sepanjang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur“an dam Sunnah). Sehingga
bagi warga masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan sebaiknya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ‘serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Nikah di Bawah Tangan.**

Selanjutnya dari hasil jurnal yang dilakukan oleh Jefri Sulthonudin, M.
Yustafad, Abd. Halim Musthofa tentang “Cerai Gugat Istri Akibat Suami di

Pidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis

41 Candra, A. A. (2017). Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam.
registrasi.seminar.uir.ac.id.
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Putusan Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr)”. Penelitian ini adalah melihat
bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap perkara cerai
gugat karena suami dipidana penjara. Selain itu, data yang telah diperoleh terkait
perkara cerai gugat karena suami dipenjara akan dianalisis dalam tinjauan hukum
Islam dan hukum positif. Analisis Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr menurut
Perspektif Hukum Islam dan Hukum: Pesitif Putusan atas perkara ini bersifat
Verstek, yakni tanpa kehadiran Tergugat, meskipun “ia telah ‘dipanggil secara
resmi dan patut. Dimana panggilan ini disampaikan kepadanya lebih dari satu
kali, serta gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan hukum dan alasan.
Bila dicermati maka, sesungguhnya dalam putusan ini, pengadilan berusaha
memenuhi hak=hak dari masing-masing pihak, baik itu penggugat maupun
tergugat. Bahwa penggugat mengajukan gugatan karena merasa ada haknya yang
tidak dipenuhi oleh tergugai-atau tergugat telah melakukan perbuatan melanggar
hukum dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat
sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi ada kecocokan dan
keharmonisan dalam berumah tangga. Dalam perkara cerai gugat ini jelas bahwa
dalam kehidupan berumah“tangga kedua. pasangan tersebut sudah tidak ada
kecocokan dan keharmonisan dan sering terjadi kekerasan fisik kepada penggugat,
dan suami sering masuk penjara karena mengkonsumsi obat terlarang (sabu-sabu).
Mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Kediri tentang perkara perdata cerai
gugat ini, hakim memutuskan menjatuhkan talak ba“in sughro tergugat (suami)
terhadap penggugat (isterinya). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga
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patut untuk dikabulkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak

hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka

terhadap istri

gugatan cerai
yang diaju h hukum Islam

maupun hu

melihat bagaimana
pelaksanaan cerai narkoba nomor
nomor 0174/Pdt.G/PA.Pdg. Pelaksanaan Cerai Gugat terhadap Suami Pengguna
Narkoba Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg) dimulai dari pengajuan gugat
perceraian, saksi, pemeriksaan dan pendamaian gugat perceraian dan putusan

pengadilan tentang putusnya perkawinan karena gagatan perceraian. Karena

42 Jefri Sulthonudin, M. Y. (2019). Cerai Gugat Istri Akibat Suami di Pidana Penjara Menurut
Perspektif Hukum Islam dan  Hukum Positif  (Analisis Putusan Nomor
609/Pdt.G/2018/PA.Kdr). Legitma : Volume 2 No. 1 Desember 2019.

30



perkara ini termasuk perkaran perdata kasus yang tunduk pada perkara hokum
acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas lex specialis derogat lex
generalis, meskipun perkara aquo diperiksa dan diputus dengan verstek, maka
Penggugat tetap..dibebani wajib bukti. Dan Pertimbangan Hakim Dalam
Memutuskan Perkara Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg) yaitu -menyatakan
Tergugat yang telah dipanggil-secara resmi ,dan patut untuk menghadap ke
persidangan: tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat ‘dengan verstek,
menjatuhkan talak satu ba“in Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini didasarkan
karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara
gugatan Penggugat telah berasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (1).
Berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang
berbunyi Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Putusan
Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri merupakan sarana paling efektif untuk
mengidentifikasi hukum perceraian sebagai.subsistem hukum perkawinan, karena
putusan pengadilan sendiri notabene merupakan hasil dari formulasi kaidah
hukum. Dalam memutuskan kasus perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau
Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi

putusannya.*®

4 Mardius, H. S. (2022). Cerai Gugat Terhadap Suami Pengguna Narkoba Di Pengadilan Agama
Padang Kelas 1A (Studi Putusan Perkara Nomor: 0174/Pdt.G/2015/PA.Pdg). Jurnal
Normative Volume 10 Nomor 1.
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Selanjutnya dari hasil Jurnal yang dilakukan oleh Nur Bainah tentang
“Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”,
adalah faktor yang pertama, karena faktor pendidikan di mana perbedaan
pendidikan yang terlampau jauh.dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga
misalnya saja masalah komunikasi, ada rasa tidak percaya diri dan ada juga yang
merasa di rendahkan oleh .pasangannya, skedua karena faktor usia yang
perbedaannya terlalu jauh antar suami istri atau lebih mudanya usia suami
dibandingkan usia istri juga dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga
karena kurang dewasanya salah satu pasangan yang membuat masalah-masalah itu
muncul misalnya seperti tidak bertanggung jawab, ada rasa masih ingin bermain-
bermain dan sebagainya, yang ketiga karena faktor ekonomi yang kurang layak
sehingga menyebabkan penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan
keluarga, dan keempat karena faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) juga
adalah penyebab perceraian dalam rumah tangga terutama yang paling banyak
menjadi korban adalah dari pihak wanita. Dari hasil penelitian, disarankan
pasangan yang menikah hendaknya telah dibekali dengan pengetahuan yang
cukup tentag rumah tangga dan. permasalahan-permasalahan umum yang biasa
terjadi dalam membina rumah tangga, perlu diperhatikan usia pasangan yang akan
menikah tersebut, sehingga jika menikah dan menemukan permasalahan tidak
akan mudah untuk mengambil keputusan untuk bercerai. Hendaknya kantor
Pengadilan Agama Kabupaten Paser dapat mengatasi masalah-masalah
perkawinan dengan mempublikasikan dan diinformasikan secara intensif melalui

media cetak maupun elektronik, perlu ditingkatkan peranan kantor Pengadilan
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Agama di Kabupaten Paser sebagai sumber sarana penasehat dan konsultasi

keluarga dalam membina rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.**

Dan terakhir jurnal.dari Amanagappa tentang “Mengkaji Ulang Hukum Acara
Perceraian di.Pengadilan Agama”. Yaitu berdasarkan hukum. acara di bidang
perceraian merupakan hal penting dalam proses penegakan hukum di lingkungan
peradilan‘agama. Problematika'yang muncul, ketika hukum acara-perceraian yang
digunakan adalah hukum Barat, maka mekanisme dan tahapan hukum pembuktian
mengikuti norma hukum Barat. Sifat dan hakikat hukum Barat mengedepankan
kebenaran yang bersifat individualis sekularistik. Secara substansial perkara yang
menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pada kaidah hukum Islam
yang bersumber dari agama Islam. Kebenaran yang. diharapkan melalui putusan
Pengadilan Agama, tidak hanya pada sisi kebenaran formal bersifat mekanistik,
melainkan kebenaran yangtidak imenyimpang.-dari nilai asas hukum Islam.
Pemberlakuan hukum acara perdata dalam proses perceraian di lingkungan
peradilan agama ‘secara mekanistik formal dapat saja menjawab permasalahan
yang muncul di bidang . hukum keluarga, namun sSecara substansial dalam
penerapannya terdapat beberapa kelemahan. Hubungan relasi di bidang
perkawinan Islam ternyata tidak dapat dikukur dari pembuktian formal semata,
melainkan terdapat non materi, aspek sakral yang pada kenyataannya tidak dapat
diukur dari pembuktian formal belaka. Penerapan hukum acara pada proses

perceraian, pada kenyataannya seringkali tidak sejalan dengan hukum materiil di

44 Bainah, N. (2013). Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser.
Sosiatri Nur Bainah.
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lingkungan peradilan agama. Pemberlakuan hukum acara perdata Barat yang
dilakukan secara mutatis mutandis tanpa menyentuh aspek substansial,

berimplikasi pada proses penegakannya yang cenderung mengarah pada kepastian

penelitian, di lingkungan

peradilan aga dari prinsip
kebenaran SIp syariat Islam.
Kebenaran y ukum Perdata
Barat serin rinsip kebenaran
berdasarkan
E. Konsep O

Selanjutnya gerti dan agar tidak
terjadi salah tafsir dal entang “Analisis Putusan

Bulan Penjara (Studi Kasus Putusan Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk)”,

maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

4 Amanagappa. (2012). Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian di Pengadilan Agama.
Abdullah Gofar dosen fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
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1 Analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan
menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian dan kelengkapan atas subjek

hukum, objek hukum dan aspek hukum lainnya.*®

Cerai Gug h_suatu gugatan lebih

ng sebenarnya

berkaitan dengan

4 M, S. (2009). Kamus Hukum. Gama Press. HIm 45

47 1bid. HIm 126
48 1hid. HIm 602
49 1hid. HIm 503
%0 Sudarso. (2009). Kamus Hukum. Jakarta: Renika Cipta. HIm 215

51 ].C.T. Simorangkir, R. T. (2013). Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. HIm 136
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

deskriptif, yang
g hal-hal yang
Nomor

dalam

Kec. Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dengan bapak Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, beliau menjadi Majelis Hakim

dalam memutuskan perkara yang diteliti oleh penulis.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data dan sumber data yang digunakan terbagi 3 yaitu:

1) Data Hukum Primer
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Data hukum primer adalah data utama yang penulis dapatkan terdiri
dari berkas putusan perkara Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Nomor 0441/Pdt.G/2018/Pa.Tbk, dan data sumber langsung dari hasil

@ etua Pengadilan @ jung Balai Karimun.
Famd 1 13\
.

%
Q)
—
@D
=
o
=
o
QD
=

m perkawinan

permasalahan yang

Dalam penelitian, yang pengumpul data adalah sebagai

berikut:

a. Wawancara, Yyaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengadakan Tanya Jawab langsung kepada orang yang berkaitan, dalam
hal ini wawancara ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama bapak H.

Saik, S.Ag., M.H dan b.apak H. Sulaiman, S.Ag., M.H
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b. Studi dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan
melihat atau menganalis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam hal ini yang digunakan

iy disay yejepe il udwnyo(]

Metode penarikan kesimpula g dilakukan pada setiap skripsi lazimnya

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

yang digunakan adalah metode induktif dan metode deduktif. Metode
Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang
kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-

generalisasi yang bersifat umum.®? Sedangkan Metode Deduktif adalah

52 Sutrisno, H. (1999). Metodologi Research. Yogyakarta: Lkis. HIm 42
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pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum

menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan

1.

Keputusan *

tentang Pe »;

Syari*“ah da fu' ra. Pada bulan

Januari 19 5 e Tanjung Balai

Karimun, de a= S baru yaitu Drs.
fan gadilan Agama

_|
QD
=}
| S—
c
=}
(@]
o
R
'i'é*' :
(]
-
QD
>
=}
o
-
w
D
>
o
=

—t
D
—
QD
©
w
D
-
[ab]
>
—
QD
w
'.“:
5

anjung Balai Karimun

Karimun, yang terletak di Jalan K.H. Dewantara Tanjung Balai Karimun, selama
lebih kurang 4 (empat) tahun. Selanjutnya dengan terbitnya APBN tahun 1979,
Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun mendapatkan anggaran pembangunan
melalui proyek Pelita Nasional Tahun Anggaran 1979/1980 (DIP. No.
15/XXV/3/1979 tanggal 19 Maret 1979), yang terletak di jalan Sungai Lakam

Baru/Kapling, Tanjung Balai Karimun.
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Pada bulan Maret 1981, Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
telah dapat menempati gedung baru yang berukuran 190 M2 yang berdiri diatas

tanah seluas 504 M2 dengan sertifikat nomor 369, yang berasal dari wagaf salah

Pada te s Peng Jame alai Karimun

mendapat engan prototype

standar Pe ahkamah Agung
Republik 1 ang merupakan

hibah dari Pemeri erah Kabupaten Karimun saha Bapak Drs. H.

Kepemimpinan Pengadilan Aga anjung Balai Karimun hingga saat ini

secara berturut-turut telah dipercayakan kepada :

1. Drs. llyas Yunus, Periode 1977 - 1985
2. Drs. H. Mohd. Nazir, Periode 1985 - 2002
3. Drs. H. Endang Tamami, Periode 2002 - 2003

4. Drs. A. Bahri Adnan, Periode 2003 - 2006
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5. Drs. H. Endang Muchlich, SH., MH., Periode 2006 - 2008

6. Drs. H. Kamaruddin MY, SH., MH, Periode 2008 - 2010

7. Drs. H. Usman, SH., MH., Periode 2010 - 2014

10.
2.
adalah
“Mewujud
““““ Eﬂ arimun adalah
mewujudkan an, mewujudkan
menejemen I, meningkatkan
pelaksanaan Ki yang professional
ikhlas dalam be aan, mengusahakan
peningkatan prasarana, dengan lintas sektoral serta

melakukan penyuluhan hukum kep

Motto Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun; CERIA

1. Cepat: PA. Tbk berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat

(immediate response) kepada pencari keadilan.
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Efisien: PA. TBK berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan

secara tepat dan prima dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang

ada.

menjunjung tinggi
si dan nepotisme

keadilan serta

AAAAAAAA
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3 User, S. (2018, Desember 19). Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Hits:2377.

Dipetik Juni 26, 2022, dari https://pa-tbkarimun.go.id/tentang-pengadilan/profil-
pengadilan /sejarah-pengadilan
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4. Pengertian Peradilan Islam dan Peradilan Agama

Kata Peradilan berasal dari akar kata Adil, sebagai terjemahan dari Qadha

yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Dalam literatur-literatur

fikih islam Peradi g inya..n - an, seperti di dalam

firman A

yang & Inak 4 ; nya dari

Zainab”.

adalah memutuskan hukum atau menetapkan sesuatu ketetapan. Makna inilah
yang yang menurut para pakar di dalam dunia pegadilan lebih signifikan.

Sedangkan kata Pengadilan menurut istilah ahli fikih adalah:

1. Lembaga Hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan)
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh sesorang yang
mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar

harus mengikutinya.
45



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dari pengertian tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa tugas
Peradilan berarti menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan

menetapkan sesuatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal

‘ ak dibedakan dengan
h“‘ .ee' nanusia ada.
i ﬁ alam hal ini

r

dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat

azab yang berat, karena mereka melupan har perhitungan.”

Firman Allah Swt. Dalam surah Al-Maidah (5) ayat 49. Yang artinya:

¢ Djalil, H. B. (2010). Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
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'ﬁ°~2, 1.1 7 y3rr ' ° o s o o0~ o 7y orsoil,
5 : 5 > s 5
° o0,, .o .

sebagian

orang-oran

\\‘

duk Qadhi, untuk menyelesaikan

G

semua tugas itu. 0. . ‘

2. Hukum, vyaitu suatu Kkep

perselisihan dan memutuskan persengketaan.

3. Al-Mahkum bih, yaitu hak. Kalau pada gadha al-ilzam, yaitu penetapan
gadhi atas tergugat, dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjai
haknya, sedangkan qadha al-tark (penolakan) penggugat yang berupa

penolakan atas gugatannya.

5 Alaiddin Koto, M. H. (2012). Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Rajawali Pers. HIm. 11-13
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4. Al-Mahum ,,alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya.

5. Al-Mahkum lah, yaitu penggugat suatu hak, yang merupakan hak manusia

semata-mata.

A. Peradila

apapun. Namun : S : i segala jenis
perkara me an islam secara universal. I dimana-mana asas
peradilannya n : sip-pi kesamaan, s um islam itu tetap

satu dan be imana ; 5a_atau suatu negara

B. Peradilan Agama

Secara filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk

menegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, khususnya

%6 [bid. HIm. 13-14
7 Ernawati, op.cit. HIm 8
%8 Rasyid, op.cit. HIm 6
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dikalangan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Hukum yang ditegakkan adalah

hukum Allah Swt, yang telah disistematiskan oleh manusia melalui kekuasaan

negara. Secara S m. alam anc awinan, kewarisan,

ingkungan

lingkunga

> Perad
> Perad
> Peradilan

> Peradi

ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam.
Peradilan Agama adalah peradilan islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan

keadaan di indonesia.®°

59 Ernawati, op.cit. HIm 9
€0 Rasyid, op.cit. HIm 5-6
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Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 2, sebagai “islam mengenai

perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.%

Beberapa landasan.yang dapat digunakan dala engidentifikasi Peradilan

W 4
Allah Swt, berk

dengan Per

itu tumbuh

3\&\%\5\\

Ketiga, konstitusi dan

WAAAN

peraturan pe donesia.

peradilan agama

N

merupakan prod [ : nasional, terutama

hukum nasional selain hukum adat dan hukum barat. Kedudukan hukum islam
dalam sistem hukum di indonesia sama dan sederajat dengan hukum barat dan

hukum adat. Oleh karena itu, hukum islam menjadi sumber bagi pembentukkan

51 Ernawati, loc. cit
62 Ernawati, op. Cit. HIm 10
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hukum nasional yang akan datang disamping hukum-hukum lain yang tumbuh

dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.®®

Yang di maksud dengan hukum islam sebagai sumber hukum nasional yaitu:

2) Pembaha of: ia 3 dang-undangan

intah kolonial

3) Mengo . aturan-peraturan d nya telah terserap

nbuhnye ‘ Up, cita moral dan cita
L\ N\

a tingkat religiusitas yang telah

hukum dalam kehio ‘. & ‘
2) Dasar Sosiologis yang me
tumbuh secara kuat dan berlangsung lama karena telah menyebar keseluruh
tempat dan wilayah.
3) Dasar Yuridis dilihat dari sejarahnya bangsa indonesia dari masa ke masa.

Sejak sebelum kemerdekaan hingga masa Orde Baru dan munculnya Era

% 1bid, HIm. 11
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Reformasi hukum islam selalu di beri tempat meskipun persentase setiap

masa berbeda-beda.®

Jadi dapat disimpulkan bahwa kata Peradilan Agama disamping peradilan

a sesuatu yang
berhubunga a; (2) Wirasah
mengatur se hli waris, harta
peninggalan ini disebut juga
dengan ilmu engatur masalah
kebendaan dan ha : dalam soal jual-beli,
=

sewa-menyewa, pinja Qa .
? A\ g

Perkawinan merupakan sua g dalam pembentukkan keluarga,
karena perkawinanlah yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan.®” Kata perkawinan menurut istilah hukum islam sama

& 1bid, HIm. 12-13

% Dijalil, op. Cit. HIm 10

% Ali, H. M. (2014). Pengantar lImu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta:
Rajawali Pers. HIm 57

7 Asyhadie, H. Z. (2018). Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional Perdata (BW),
Hukum Islam, dan Hukum Adat . Depok: Rajawali Pers. HIm 124
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dengan kata nikah dan kata zawaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti

sebenarnya yakni dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.

Nikah mempunyai arti kiasan yakni wathaa yang berarti setubuh atau agad yang

-perinciannya,

ibadah umum,

dengan de da aka S diketahui dan

indonesia adalah "&.‘n ali dibedakan antara nikah
pernikahan dan perkainan hanya

et

angkan dari segi hukum nampak jelas

dengan kawin, akan teta . @ ‘
berbeda di dalam menarik asal ka
bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perepuan

yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya

% Shomad, A, op. cit. HIm 258-261
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hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang,

kebajikan dan saling menyantuni.®®

kaum lain, dan perkenalan itu a enjadi jalan untuk menyampaikan

pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam
hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya,

melainan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dan suaminya,

% Sudarsono. (2000). Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: PT. Media
Sarana Press. HIm 188
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kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari
kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan

bertolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah

apabila ia leh suaminya.

Pernikahan u. Nikah juga
dipandang ¢ ernikahan tentu
manusia aka itu akan timbul
perselisihan, b mungkin juga

sampai menin

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam BAB Il tentang

Dasar-dasar Perkawinan.”

Pasal 2

70 Rasyid, H. S. (2012). Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo. HIm 374-375
"L Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
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Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau mitsagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.

&
v
| ¥
ﬁ
b
.
y

LS 5

Pasal 6

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat

Nikah.
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2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

tidak mempunyai kekuatan hukum.

arat perkawinan;

1 Undang-undang

4) Yang berhak mengajukan pe itsbat nikah ialah suami atau isteri,

anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

perkawinan itu.

Pasal 8
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Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat
cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan

perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

—

£ 5 S

dikeluarke

v
%
1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

72 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

1) Pada 3 i g iki eri. Seorang

2) Pengadila at me beristeri lebih

<z
suami yang akan b Q_ m ‘ 4 “Ib*
©

a) istri tidak dapat memnja

pannya sebagai isteri;
b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disesmbuhkan;

c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5
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1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi

syarat-syarat berikut:

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Dapat dilihat dari isyarat
Rasulullah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling
dibenci oleh Allah. Dalam hadist riwayat Abu Daud, Ibn Majah, dan al-Hakim,

dari Ibn ,,Umar. Yang artinya:

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak

(perceraian).”
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Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan
alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera

kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan

ditempuh
(arbitrator)

raikan.

Ada e ' j tangga, yang

dapat mem

disinggung di muka. Li“an sesu ya telah memasuki gerbang putunya
perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya,karena akibat li“an adalah

terjadinya talak ba“in kubra.

Untuk tiga kemungkinan nomor 1, 2, dan 3 alternatif penyelesaiannya
bertujuan untuk membendung agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila usaha

yang dilakukan gagal, sedangkan kemungkinan keempat, yaitu li“an karena salah
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satu melakukan fakhisyah, terlebih lagi terbukti melakukan zina, maka

penyelesaiannya jelas akan memutuskan tali perkawinan.”

2. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak.

Pasal 116

3 Rofig, H. A. (2013). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. HIm 213-217
74 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
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Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan,

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi
salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud

dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118
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Talak Raj“I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama

isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

\ | A\ .
1 Talak : adalah talak yang tidak b api boleh akad

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap

isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122
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Talak bid“i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu
isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri

pada waktu suci tersebut.

menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li“an diatur sebagai berikut:
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a Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau
pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat

Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”

b Isteri meng sebut dengan sumpah

‘ ‘! Q‘\“ .@ g' ebut tidak

Li“an hanyi

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Selanjutnya dalam rumusan perkawinan ini diisyaratkan dengan tegas bahwa

pembentukkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan

> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada

agama dan kepercayaan masing-masing. Karena inilah maka dalam pasal 2 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan:

kepercayas
dengan h
ketentuan gan agamanya
dan kepercaya ditentukan lain

dalam unda

karena putusnya perka anataupun sebab perceraian

karena kematian.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perceraian adalah

putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

76 Sudarsono, op. cit. HIm 128
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Prof. Subekti SH mengatakan, Perceraian adalah penghapusan perkawinan

dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”’

Putusnya perkawinan atau perceraian di atur dalam bab V11l tentang Putusnya
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3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan

perundangan tersebut.

Pasal 40

1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

7 Subekti, op.cit. him 42
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
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2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam

peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

0

kenyataannya

at menentukan

1. Perceraian hanya dapat dilakuan didepan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri

tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
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3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan

perundangan sendiri.”®

Perceraian harus_.disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana

ahun 1974 yang

=
-
r=4
”
%
£
<
o
=
2>

ahun 1975,

—
@
QD
=
(o}

S

L\ \ o

1. 53 ak berbuat zir De t, penjudi dan

berturut-turut

hal lain diluar

dapat menjalankan kewajiba

6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hanya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutan bahwa akibat putusnya

perceraian karena perceraian ialah terdapat dala Pasal 40:

72 |bid, Pasal 39
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1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan

mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya

80 |bid, Pasal 40
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BAB IlI

tergugatnya

an Undang-

ang digunakan

Perkawinan,

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.®!

Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara berujuk
kepada Undang-undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan revisi kedua

Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal

81 Ernawati, op.cit. him 137
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56 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Agama nomor 7 tahun 1989, vyang

berbunyi;

“Pengadilan tidak.boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu

penggugat ate atau wa sar g atau permohonan
yang biasa dise damenta o : atan, harus memuat

- 1 'F: - L]
secara jelas d nya perkara ma “ment yerdasarkan hukum,

L\ 2

“(1)Pengadilan Agama bertuge wenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;

b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

8 1bid. HIm 129
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c. wakaf dan shadagah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah

hal-hal yang diatur .dalam atau berdasarkan .undang-undang mengenai

/2018/PA.TBK
ain perempuan

enggugat sering

demikian tidak lagi tercapai tujuan perkawinan menurut pasal 34 ayat 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) KHI. Adapun bunyi dari pasal 34

ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

8 0441/Pdt.G2018/PA.TBK Putusan. (2018). Tanjung Balai Karimun: Pengadilan Agama Tanjung
Balai Karimun. HIm 2
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“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Dan bunyi pasal 19.huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, adalah:

“Antara ' erus-menerus terjadi pe 3 N, pertengkaran

gugatannya
Nikah nomo 18 E ) S ) .ﬂ )py Kartu Tanda
Penduduk no 1 (satu) bundel

Salinan Karimun nomor

untuk bercerai dengan tergugat.

Khusus tentang sengketa perkawinan yang berupa perkara cerai gugat yang
didasarkan pada alasan syigoq, kesaksian pihak keluarga merupakan suatu

keharusan dalam pemeriksaan perkara. Jika ternyata pihak keluarga tidak dapat

8 1bid. HIm 5-6
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dihadirkan dengan suatu alasan yang memenuhi unsur kepatutan, kesaksian

tersebut dapat digantikan oleh kesaksian teman dekat dari pihak berpekara.

Kesaksian pihak keluarga atau teman dekat dalam perkara perceraian dengan

ka sidang

sampai in : emerikse ambahan tentang

pemeriksaan ke ‘ 3 elesaian gugatan

tersebut dil

kan divonis penjara 5 tahun 4 b di sudah jelas tidak dibuktikan dengan

saksi lagi.®’

Dan didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas diatur

tentang perceraian dan alasan-alasan perceraian. Alasan-alasan perceraian diatur

8 Ernawati, op.cit. HIm 175
8 RI, M. A. Pedoman Teknis Adminstrasi dan Teknis Perdilan Agama buku 2 edisi 2007.

87 Hasil wawancara dengan bapak H. Saik., S.Ag., M.H
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dalam pasal 116, dan untuk perkara nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.Tbk cerai gugat

dengan alasan suami dipidana. Diatur dalam pasal 116 huruf c. Yang berbunyi:

“Perceraian atau alasan-alasan:

sidang di

saan Persyaratan

%2}
o
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b
K- aA
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D
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w
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Formil, P Pembacaan
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ajelis  Hakim,
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pada umumnya, hanya saja di pembuktian khusus cerai gugat karena suami di
pidana 5 tahun 4 bulan penjara tidak perlu saksi, hanya salinan putusan

Pengadilan Negeri saja.5°

8 Ernawati, op.cit. HIm 165-176
8 Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H. Saik., S.Ag., M.H
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Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama Pasal 74, yang berbunyi:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasanssalah satu pihak mendapat

yang me

itu telah

Dalam akahal antara lain karena
perceraian, pe ; at terjadi karena lah satunya terjadi

khulu‘/cera

Dasar ri*“at ‘ an alam surah al-

bagarah ayat

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.
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% Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M. (2003). Figh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group. HIm 220
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Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa

yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Khulu*“ diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat

1.
2. Allah dengan
nasehat
3 akan kewajiban-
, kewajiban zakat,
mnya fardhu ,,ain.
4 enyesatkan dari agama Allah

yang lurus dan hag.

5. Suami bersikap kasar, keras dan berakhlak buruk.

6. Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi isteri.

91 Hawwas, A. A. (2009). Figh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak. Jakarta: Sinar Grafika
Offset. HIm 298
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Isteri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya,

bukan karena agama dan akhlaknya, tapi karena khawatir tidak bisa

memenuhi haknya.%

mazhab maliki

i nafkah, suami

serta suami tidak memberi nafka pada istrinya.

Imam Hanafi
Dalam persoalan alasan cerai gugat, mazhab Hanafi bersikap ketat bahkan
paling ketat di antara empat mazhab dengan cenderung menutup kebolehan

cerai gugat karena alasan-alasan tertentu. Mazhab Hanafi membolehkan cerai

92 Abidin, S. (1999). Figh Munakahat Cet. Kedua. Bandung: CV. Pustaka Setia.
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gugat dengan alasan suami cacat. Cacat itu pun terbatas pada perkara yang

menghalangi kemampuan hubungan seksual seperti impotensi dan

terpotongnya dzakar (kemaluan pria).

dikalang 2 Ne g. Pendapat

yang me
Mazhab afi af alaug a dipe dﬁ' ada celah bagi
istri untuk erai, sa : nya ia ketahui atau
tidak. Kalau suar penjara, diangg aib ada kejelasan batas
akhirnya. I
Menurut i Syafi‘‘i, pe b il b ‘ 4 o~ idak boleh difasakh

walaupun kaba

Namun, i ‘di sebena a8 mazhab Maliki (dan
juga Hambali) ; gat karena suami
dipenjara, tidak
karena suami ghaib atau mafqud. ohonan cerai ini boleh dilayangkan ke

pengadilan setelah satu tahun dari mulai dipenjaranya suami.

Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali yang disebut-sebut membolehkan
cerai gugat karena suami dipenjara tidak secara tegas atau eksplisit
menyebutkannya dalam Kitab-kitab fikih mereka. Namun kebolehan ini

didasarkan pada kebolehan cerai gugat karena alasan menghindari dharar,
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termasuk dharar yang perlu dihindari adalah dharar karena suami ghaib (pergi

lama), mafqud (hilang) dan mahbus (dipenjara). Karena intinya sama, yakni istri

bisa menderita jika suami terlibat dalam salah satu sebab di atas.

beralasan berdasarkan analogi perang yaitu suami yang tertawan ketika berperang,
ke 2 mazhab ini beranggapan tidak boleh difasakh walaupun kabar beritanya

sudah putus. Hal ini bisa difahami, jika suami yang tertawan musuh dan kabar

3 Trigiyatno, A. (2021). Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan
Legislasi Negeri Muslim. ARENA HUKUM Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021, 394-397.
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darinya sudah putus, istri tidak bisa difasakh pernikahannya oleh hakim, apalagi

hanya sekedar dipenjara yang tempatnya diketahui dan beritanya belum putus.

erpidana 5 tahun 4
ah menganalisa

Wa mazhab maliki

dalam penjara merupakan representa ajaran islam yang memuliakan wanita.
Yaitu agar wanita dijauhi dari Suami yang berbuat kekufuran atau kemusyrikan
kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan
nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.
Dan juga dampak dari suami di penjara Suami tidak mampu memberi nafkah
wajib bagi isteri. Yang dalam hal ini nafkah lahir dan batin yang harus di penuhi

ketika suami di penjara.
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B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

memutuskan perkara cerai gugat yang tergugatnya terpidana 5 tahun 4

bulan penjara.

Pertimbangan yang termua suatu putusan dibagi dua vyaitu,
pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya dan juga mengenai
hukumnya.®® Mengenai peristiwa atau duduk perkaranya merupakan tugas dari

pihak yang mengemukakan dan membuktikannya dalam persidangan dengan

menghadirkan atau menyediakan alat bukti, sedangkan mengenai hukumnya

9 Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. HIm 202-212

% 1bid, HIm 213
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merupakan tugas daripada hakim. Pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim
harus berdasarkan musyawarah Majelis yang bersifat rahasia. Bersifat rahasia

ialah agar pembicaraan dan musyawarah harus dirahasiakan, tidak boleh keluar

ecara resmi dalam

diperiksa oleh majelis hakim, maka m menjatuhkan putusan para hakim

melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum, antara lain:%’

% Bur, D. A. (2017). Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Dala Hubungannya Dengan Sistem
Publikasi Pendaftaran Tanah. UIR Law Review Vol. 1 No. 2, 7.

7 0441/Pdt.G2018/PA.TBK Putusan. (2018). Tanjung Balai Karimun: Pengadilan Agama Tanjung
Balai Karimun. HIm 6-11
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Berdasarkan pertimbangan hukum dalam memutuskan perceraian pada kasus
perkara Nomor 0441/Pdt.G/2018/PA.TBK adalah menimbang, bahwa Penggugat

dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke

persidangan sesuai asa era ah Nomor 9 Tahun

Menimbane v asarkan bukti Buku Kutipan
Akta Nikah : 11/2009 tanggal 14 / 5. oleh Majelis Haki
dinilai sebagai-al iy . : karenanya telah

Karimun (bukti P-2), oleh karenanya erpenuhi ketentuan pasal 49 ayat (1)
huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

revisi kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, demikian formil telah

terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Majelis Hakim meilai bahwa
dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor

35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

Menimbang « edia 1a - ak Peraturan

Mahkamah Ag : J Prosedur Mediasi di
Pengadilan ti anaka : nah hadir dalam

persidangan.

dan selama 5 tahun berjalan mulus dan telah memiliki 2 orang anak, namun sejak
bulan Juni 2014 mulai tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi
pertengkaran yang berlanjut karena Tergugat sudah main dan memiliki hubungan
dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat (selingkuh) dan tangga 10
November 2015 Tergugat kedapatan menyimpan 9 paket narkotika jenis sabu

dirumahnya seberat 3,5 gram, kemudian ditahan dan diproses dan dipenjara
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dengan pidana pejara selama 5 tahun 4 bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000
(satu milyar rupiah) dan subsidair 2 bulan. Karena Tergugat sudah tidak

memberikan nafkah wajib bagi keluarganya karena tidak bekerja, sehingga untuk

tanpa

keluarga yang bahagia dan kekal seb ana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan keluarga/rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai dalam perkawinan

Penggugat dan Tergugat.
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama

figh Sayyid Sabiq dalam kitab Fighus Sunnah Juz 11 halaman 249 yang berbunyi:

sedapat m ari ka dihalalkan tetapi
di benci Al ‘ a : apat tercapai, maka
mempertahanka awi *j 103 ersebut di atas,
dikhawatirkan,justru akan menimbulkan kemudharat ata bagi kedua
belah pihak, dan majeli satunya jalan yang

terbaik (mas

kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Nazhoir, hal 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan
gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan
hak, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
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juncto Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat

dapat dikabulkan dengan talak satu ba“in sughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan. tersebut diatas dan oleh

gatan karena
Akan tetapi,
dalam perkara p. ale )¢ sandiwara dalam
dibuktikan oleh
penggugat, ndang-Undang

perkawinan

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami
istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”
2.  Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g.

Yang berbunyi:

%8 Bintania, A. (2012). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. HIm
16-17

% Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sulaiman, S.Ag., M.H
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“g. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.”

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 74

tetap.”
Peraturan Pemerintan Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f dan pasal
23.

Pasal 19 huruf f yang berbunyi:
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“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”

Dan pasal

adalah kemampuan individu hakim sendiri untuk dapat melahirkan persangkaan

yang baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan kenyataan.%

Alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur
dalam pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu: surat-surat, saksi-saksi, pengakuan,

sumpah, persangkaan hakim. Persangkaan diatur dalam pasal 1915 KUHPerdata

100 Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Sulaiman, S.Ag., M.H
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dan pasal 173 HIR. Berdasarkan ketentuan pasal 1915 ayat (2) persangkaan terdiri
dari persangkaan berdasarkan Undang-undang dan persangkaan tidak berdasarkan

undang-undang (kenyataan).

Persangkaan berdasarkan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1916 KUHPerdata ditentukan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-
undang, dihubungkan dengan:perbuatan-perbuatanitertentu atau peristiwa tertentu.
Sedangkan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang (kenyataan)
hakim bebas menyimpulkan sebuah persangkaan berdasarkan kenyataan. Hakim
bebas mempergunakan atau tidak mempergunakan hal-hal yang terbukti dalam
suatu perkara.sebagai dasar untuk melakukan persangkaan. Persangkaan

berdasarkan kenyataan diatur dalam pasal 1922 KUHPerdata dan pasal 173 HIR.

Secara Substansi Mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus
dilalui untuk setiap perkara perdata‘yang masuk ke Pengadilan. Substansi Mediasi
adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai
perdamaian. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukanya mediasi adalah menyelesaiakan
sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan
imparsial. Penyelesaian Sengketa melalui jalur Mediasi sangat dirasakan
manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri

persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. 101

101 Krisna Putra Adi, Johan. (2022). Implementasi PERMA nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong. Juridica Volume 3 Nomor 2.
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Proses Mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang Mediator yang berasal
dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai

Mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan

Mediasi.10?

Berdasz 2016 tentang

Mediasi dalz

cuaneNaty

‘Qﬁ\‘é\ :
W
<

didalam pasal

6 menyatak

sebagaimana d 3 ggap sebagai kehadiran

langsung.
3) Ketidakhadiran Para Pihak

dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan

Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
b. di bawah pengampuan;

c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau

102 1hid.
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d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat

ditinggalkan.”

Dalam perkara perdata nomor 0441/pdt.g/2018/pa.tbk tentang cerai gugat

proses media erkara ? : akim Pengadilan
Agama sud ggil terguga ) ac ersidangan namun
karena sua
dapat dila
tentang medias i gan gugatannya
untuk berce dari J aka asarkan Pasal 150 Rbg

memutuskan
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

yaitu imam Syafi*i, imat am Hambali, imam Hanafi sama-
sama sepakat dengan alasan aib atau cacat pada suami, tidak memberi
nafkah kepada istri, suami berbuat kufur serta istri takut tidak memenuhi
kewajibannya sebagai istri. Mengenai alasan khulu™ karena suami
terpidana penjara 4 mazhab ini berbeda pandangan, ada yang
membolehkan terjadinya khulu™ dengan alasan suami dipenjara ada yang

melarangnya. Imam Syafi“i dan imam Hanafi sepakat melarang khulu®
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dengan alasan suami dipenjara, sedangkan imam Maliki dan imam
Hambali membolehkannya khulu® dengan alasan suami dipenjara.

2. Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang

an cerai_pengguga adap tergugat dengan
A b

\H%‘Q‘ . elah sejalan

ketentuan

asarkan atas

an Pengadilan

angga agar tidak terjadi
kesalahpahaman ketika ada U yang tidak lumrah dalam kehidupan
keluarga, karena tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang
sakinah mawadah warrahmah. Bagi pasangan suami istri keduanya harus
saling meningkatkan ketakwaan, menjalankan aspek spiritual yang

ditingkatkan sehingga terwujudnya keluarga yang penuh religi dan

harmonis.
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2. Kepada pihak berwenang yang menangani perkara di Pengadilan Agama
untuk senantiasa memutuskan dan menyelesaikan perkara dengan

memberikan pertimbangan-pertimbangan yang seadil-adilnya bagi
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